BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.316, 2014 KEMENPERIN. Restrukturisasi. Mesin.
Peralatan. Industri Kecil. Menengah. Program.
Pencabutan.
PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Industri kecil
dan Industri menengah sebagai salah satu industri
prioritas nasional, perlu meningkatkan daya saing
Industri dimaksud melalui program restrukturisasi
mesin dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri
menengah melalui pemberian potongan harga dalam
pembelian mesin dan/atau peralatan;

b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-
IND/2/2013 tentang Program Restrukturisasi Mesin
dan/atau peralatan Industri kecil dan Industri
menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
sehingga harus diganti dengan peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan
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Mengingat

1.

10.

Industri Kecil dan Industri Menengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Nomor 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
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telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il Periode
Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
60/P Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/
2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/
PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk
Dalam Negeri, dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI
MENENGAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri kecil dan Industri
menengah yang selanjutnya disebut Restrukturisasi adalah
penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau peralatan
produksi Industri kecil dan Industri menengah yang lebih efisien dan
produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.

2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan
Menengah.

Pasal 2

Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan
program Restrukturisasi dalam rangka peningkatan daya saing Industri
kecil dan Industri menengah.
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